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Abstrak

Pajak mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai sumber dana pemerintah terbesar dalam melaksanakan
tugas mewujudkan kemakmuran rakyat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang
berpotensi memberikan kontribusi pembayaran pajak yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Namun kepatuhan
wajib pajak orang pribadi UMKM masih rendah, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP
Pratama Gianyar belum mencapai target 70 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak,
sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Gianyar. Sebanyak 100 UMKM Wajib
Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Gianyar dipilih menjadi responden dengan
menggunakan Rumus Slovin. Metode penelitian yang digunakan adalah accidental sampling dengan media angket dan
teknis analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tarif
pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Gianyar.

Kata Kunci : Tarif pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak
Abstract

Tax has an important role in the economy as the largest source of government funding in carrying out the task
of realizing the prosperity of the people. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) are one of the sectors
that have the potential to contribute large tax payments to state tax revenues. However, the compliance of
personal taxpayer of MSMEs still low, especially the compliance of personal taxpayers who are registered in
Pratama Tax Office Gianyar has not reached the target of 70 percent. This study aims to determine the
influence of the tax rate, tax socialization, tax sanction, and tax investigation toward the obedience of personal
taxpayer of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMES) at the Pratama Tax Office (KPP) Gianyar. Total
of 100 MSMEs personal taxpayers that registered at Pratama Tax Office (KPP) Gianyar were selected to be
respondents using the Slovin Formula. The research method that used was accidental sampling with media
questionnaires and the technical of analysis data of this study is using multiple linear regression. The
conclusion of this study indicate that the tax rate, tax socialization, tax sanction, and tax investigation have
positive and significant influence on the obedience of personal taxpayer of MSMEs at Pratama Tax Office
(KPP) Gianyar.
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PENDAHULUAN

Penerimaan Negara dari sektor pajak menjadi salah satu sumber utama bagi pemerintah
Indonesia dalam membiayai pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak yang
semakin besar dijadikan sebagai suatu wujud kemampuan untuk membiayai kegiatan
pembangunan dari seluruh komponen bangsa. Target Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hal ini tidak diikuti
dengan realisasi yang belum sesuai target.

TABEL 1.1 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
Target 1294,26 1355,2 1283,6 1424 1580
Realisasi 1060,8 1069,9 11511 1315,9 1332

% Realiasi 81,97 78,95 89,68 92 84
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Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah kembali),2020

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya target penerimaan pajak dan realisasinya dari tahun 2015

sampai
WPOP UMKM .
Jumlah UMKM  yang WPOP  UMKM Tingkat 2019

yang Tidak Kepatuhan masih
yang Terdaftar gﬂpeT'ap‘”ka” Melaporkan SPT (%) belum

Tahun

mencapa
I target
100
persen.
Hal ini
menunju
kkan
masih
rendahn
ya peran aktif dari masyarakat Indonesia untuk ikut serta memberikan kontribusinya untuk
pendapatan Negara melalui kepatuhan dalam membayarkan kewajiban pajaknya.
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat mempengaruhi pendapatan Negara,
karena apabila tingkat kepatuhan rendah maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan
Negara ( Jenita dan Joana, 2017).
Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mendorong
peningkatan penerimaan Negara melalui pajak. Pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 46
Tahun 2013 yang sekarang telah diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018, peraturan tersebut
mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). Peraturan ini dikeluarkan pemerintah dengan substansinya adalah pungutan pajak
sebesar 0,5 persen dari penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun, peraturan ini berlaku mulai 1 Juli
2018. Dengan adanya peraturan baru ini diharapkan dapat memudahkan UMKM untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan terutang.
UMKM merupakan unit usaha yang paling dominan di Indonesia, sehingga kontribusi
UMKM terhadap PDB setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementrian
Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang pada PDB sebesar 62,57
persen dari total PDB. Besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM ini diharapkan
tidak hanya terjadi di tingkat nasional melainkan hingga ketingkat kabupaten, salah satunya
adalah Kabupaten Gianyar dengan tingkat kepatuhan pajak yang dapat dilihat pada tabel
berikut.

TABEL 1.3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Gianyar Periode 2015 — 2019
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2015 7.323 5.186 2.137 70,8

2016 8.540 5.287 3.253 61,9
2017 10.393 5.241 5.151 50,4
2018 13.409 7.509 5.900 56,0
2019 18.102 10.801 7.301 60,0

Sumber : Data diolah kembali,2020

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM vyang terdapat di
KPP Pratama Gianyar cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa
tingkat kepatuhan pajak WPOP UMKM di KPP Pratama Gianyar masih jauh dibawah target
kepatuhan pajak nasional yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak berdasarkan atas
Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016 yaitu 70 persen.
Menurut Novia (2019) Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kepatuhan pajak. Adanya revisi peraturan PPh final UMKM terbaru yang disahkan dengan
Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu penurunan tarif pajak final UMKM dari 1
persen menjadi 0,5 persen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk
melaporkan dan membayar pajak terutangnya.
Menurut Burhan (2015), kurangnya sosialisasi perpajakan untuk masyarakat berakibat pada
rendahnya pengetahuan para wajib pajak yang akan membuat kepatuhan untuk menjalankan
kewajiban perpajakan semakin menurun. Untuk lebih meningkatkan pemahaman wajib pajak
mengenai peraturan pajak yang baru berlaku, perlu diadakan sosialisasi yang teratur oleh
pemerintah dalam hal ini DJP dan dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak di masing-masing
daerah.
Sanksi pajak juga merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak
harus tegas dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, sehingga akan
menimbulkan efek jera kepada pelanggar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya
Pranata (2015), Sari (2018) dan Eben Ezer (2017) menghasilkan bahwa sanksi pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Pemeriksaan pajak sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap wajib pajak agar
wajib pajak tetap berada dalam peraturan pajak yang berlaku. Pada penelitian yang dilakukan
Palil ( 2010 ) ditemukan hasil bahwa pemeriksaan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk
lebih patuh dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul
pengaruh tarif pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat
kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi usaha mikro, kecil dan menengah di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

KAJIAN TEORI

1. Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988). Teori ini merupakan
pengembangan dari Theory of Reasones Action (TRA) yang dimana menjelaskan bahwa
individu berperilaku atas dasar niat atau keinginan dari individu itu sendiri untuk
melakukannya. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang sebelumnya tidak terdapat
pada TRA yaitu variabel Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (perceived behavioral
control). Theory of Planned Behavior menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh
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tiga macam kepercayaan/keyakinan yaitu Behavioral Beliefs, Normatif Beliefs , dan Control
Beliefs (Jogiyanto Hartono, 2010). Normative Beliefs berkaitan dengan tarif pajak dan
sosialisasi pajak, yaitu ketika individu melakukan sesuatu, individu cenderung
mengharapkan hal normatif dari orang tersebut, dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi
akan memberikan motivasi terhadap wajib pajak agar taat pajak. Control Beliefs berkaitan
dengan sanksi pajak serta pemeriksaan wajib pajak hal ini dilakukan agar wajib pajak
mematuhi aturan perpajakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Peraturan ini diberlakukan secara
efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Adapun tujuan dari perubahan peraturan ini adalah
menurunkan tarif pajak yang sebelumnya adalah 1 persen menjadi 0,5 persen.
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang berpengaruh untuk
pembangunan ekonomi nasional. Selain itu UMKM juga membantu meningkatkan
penyerapan tenaga kerja dan UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil
pembangunan.

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Besar

Kriteria
Ukuran Usaha

Aset Omset
Usaha Mikro Maksimal Rp50 juta Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil >Rp50 juta — Rp500 juta ;F:I?Sroo juta -~ Rp25
Usaha Menengah >Rp500 juta — Rp10 miliar ;Iﬁ?:rS miliar -~ RpS0
Usaha Besar >Rp10 miliar > Rp50 miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2020

4. Kepatuhan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan
perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang
berlaku dalam suatu Negara. Adapun kreteria wajib pajak yang patuh yang diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut .

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun
terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan atas pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memeroleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap
wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir
untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak 5 persen.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat
pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.
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5. Tarif Pajak
Menurut Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar
pajaknya. Pembebanan pajak yang relatif rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan
untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib
pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat
dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Asas keadilan dalam perpajakan adalah
penyetaraan perbuatan sesuai dengan keadaan perpajakan wajib pajak yang sebenarnya
(Mustofa dkk, 2013 : 03). Syarat keadilan sesuai dengan keadilan hukum, yakni mencapai
keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-
undangan dapat diartikan mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan dapat diartikan
dapat memberikan hak bagi wajib pajak untuk megajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak (Endrianto, 2015:
304).
6. Sosialisasi Pajak
Sosialisasi merupakan suatu proses untuk mempelajari norma maupun nilai yang berlaku
dimasyarakat, sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan dapat
diterima sebagai anggota masyarakat. Adapun kaitannya dengan perpajakan, adanya
sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang berlaku
umum. Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-
22/PJ/2007 untuk mengatur mengenai keseragaman penyampaian sosialisasi perpajakan bagi
masyarakat. Penyampaian informasi perpajakan dapat dilakukan dengan mengadakan
seminar, dikusi maupun acara sejenisnya tentunya dengan menggunakan bahasa yang
sesederhana mungkin dan mudah dimengerti, sehingga informasi tersebut akan dengan
mudah diterima.
7. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan yang telah
disepakati secara bersama. Sanksi pajak merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib
pajak yang tidak taat atau melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan seperti ketika wajib
pajak terlambat membayar pajak atau membuat keterangan yang kurang tepat pada SPT.
Sanksi pajak dijelaskan dalam Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga
atas Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, dan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang —
Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan peraturan
tersebut, sanksi pajak dibedakan menjadi dua yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.
8. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan
mengolah data atau bukti yang didapatkan dan dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perunang-undangan perpajakan (UU No.28 Tahun 2007). Menurut OECD
(Organization fo Economic Cooperation and Development) pemeriksaan pajak adalah
pemeriksaan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk menilai apakah wajib pajak telah
dengan benar melaporkan kewajiban pajak dan memenuhi kewajiban lainnya. Direktur
Jendral Pajak memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
wajib pajak (UU No. 28 Tahun 2007).

Hipotesis
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1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajen,1988) menjelaskan bahwa tidak semua
perilaku dilakukan di bawah kendali individu ataupun kelompok, sehingga konsep kontrol
keperilakuan yang dipersepsikan ditambahkan untuk mengatasi perilaku yang tidak dalam
kendali individu maupun kelompok tersebut. Menurut Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak
mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah
membuat masyarakat tidak terlalu merasa keberatan untuk memenuhi kewajibannya untuk
membayarkan pajak. Tarif pajak sebelumnya yaitu tarif final 1 persen ada yang menganggap
bahwa tarif pajak tersebut lebih tinggi dari pada tarif pajak sebelumnya, karena tarif pajak
sebesar 1 persen dihitung dari omset tanpa melihat pemilik UMKM mengalami kerugian atau
laba dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (Yusro dan Kiswanto, 2014 :
432). Pemerintah lalu mengeluarkan peraturan terbaru mengenai tarif final UMKM dan
besarnya tarif final UMKM saat ini sudah turun menjadi 0,5 persen dengan harapan mampu
memotivasi wajib pajak untuk semakin mematuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu
berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Hi: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM
Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajen,1988) Sosialisasi perpajakan
merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu
normative beliefs. Meningkatnya tingkat pengetahuan pajak dapat mempengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak (Manual & Xin, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Megantara (2017) sosialisasi pajak berpengaruh positf terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H> : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajen,1988)
yaitu sanksi pajak menjadi control beliefs bagi wajib pajak, dimana wajib pajak akan
diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan
yang berlaku. Pada penelitian Fuadi dan Yeni (2013) mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Maka dari itu berdasarkan uraian di
atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
Hs: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM
4. Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
Pemeriksaan merupakan suatu kegiatan menghimpun dan mengolah data, bukti
maupun keterangan pendukung yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan theory of planned behavior
(Ajen,1988) pemeriksaan pajak terkait dengan control beliefs, wajib pajak akan
menumbuhkan persepsi bahwa dengan meningkatknya frekuensi pemeriksaan pajak, maka
kemungkinan akan mendapatkan bukti mengenai pelaporan pajak yang tidak sesuai peraturan
semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Mandagi (2014) ditemukan hasil bahwa
pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan
uraian tersebut, maka didapatkan rumusan hipotesis sebagai berikut :
Hs : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif dengan tipe
kausalitas. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas adalah
penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
(Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak
sedangkan variabel independennya adalah tarif pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan
pemeriksaaan pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode accidental sampling. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM vyang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang memiliki
peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar pertahun yaitu sebanyak 18.102
orang. Jumlah sampel Wajib pajak orang pribadi UMKM dalam penelitian ini dihitung
menggunakan rumus Slovin dan didapat sebanyak 100 sampel. Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan software
SPSS 18.0 for windows Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang

dikembangkan adalah sebagai berikut.

Y = a‘l‘ﬁle‘l‘ﬁzXz ‘I‘ﬁng +ﬁ4X4+E

Keterangan :

Y = Perilaku kepatuhan pajak UMKM
o = Konstanta

B = Koefisien regresi variabel X1 - X4

X1 = Tarif Pajak

Xz = Sosialisasi Pajak
Xs = Sanksi Pajak

Xs = Pemeriksaan Pajak
€ = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
TABEL 4.5
HASIL UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Kepatuhan
Tarif  |Sosialisasi |Sanksi Pemeriksaan |Wajib
|[Pajak  [Pajak Pajak WP Pajak
N 100 100 100 100 100
Normal Mean 16.9700 [13.7600 |17.2400 (33.9800 24.4700
Parameters®®  Std. 1.83377(1.49828 [1.65828 (3.29671 2.52044
Most Extreme Absolute 172 .160 147 140 144
Differences Positive 172 .160 143 126 144
Negative -126  |-.134 -.147 -.140 -.122
Kolmogorov-Smirnov Z 1.716 [1.599 1.466 1.402 1.440
symp. Sig. (2-tailed) .055 120 271 .393 317
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Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada masing-masing variabel memiliki nilai
signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh
variabel pada model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal.

2.Uji Multikolinieritas

TABEL 4.6

HASIL UJI MULTIKOLENIARITAS

Variabel Tolerance VIF Keterangan

Tarif pajak (X1) 0,579 1,726 Bebas multikolinieritas
Sosialisasi pajak (X>) 0,630 1,587 Bebas multikolinieritas
Sanksi pajak (X3) 0,919 1,088 Bebas multikolinieritas
Pemeriksaan pajak (Xa) 0,716 1,397 Bebas multikolinieritas

Hasil pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel
lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi
bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

TABEL 4.7

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

No Variabel Bebas Signifikansi Keterangan

1 Tarif pajak 0,653 Bebas heteroskedastisitas
2 Sosialisasi pajak 0,055 Bebas heteroskedastisitas
3 Sanksi pajak 0,155 Bebas heteroskedastisitas
4 Pemeriksaan pajak 0,964 Bebas heteroskedastisitas

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai Signifikansi dari variabel tarif pajak sebesar
0,653, sosialisasi pajak sebesar 0,055, sanksi pajak sebesar 0,155, dan pemeriksaan pajak
sebesar 0,964. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara
variabel bebas terhadap absolute residual. Dengan demikian, model yang dibuat tidak
mengandung gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel ~ Variabel R R B B T Siat
Terikat Bebas (Parsial) (Berganda) (Beta) ' "wno g
Kepatuhan Tarif pajak 0,435 0,544 0,396 4,715 0,000
wajib Sosialisasi 0,387 0,554 0,330 4,097 0,000
pajak pajak 0.783
Sanksi pajak 0,225 ’ 0,228 0,150 2,248 0,027
Pemeriksaan 0,311 0,184 0,241 3,189 0,002
pajak
Konstanta =2,561
Persamaan Regresi Y =2,561 + 0,544X1 + 0,554X; + 0,228X3 + 0,184 X4
Ttabel (0,05: 100) =
1,9839

Persamaan regresi linier berganda yaitu :
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Y = a‘l‘ﬁle ‘I‘ﬁzXz ‘I‘ﬁng +ﬁ4X4+E
Y =22,561 + 0,544X1 + 0,554 X, + 0,228X3 + 0,184 X4

Uji Koefisien Determinasi (R?)

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Std, Error of the
R R Square Adjusted R Square Estimate
1 0,783 0,613 0,596 1,60144

Hasil uji R Square pada Tabel 4.9 adalah sebesar 0,613 mempunyai arti bahwa sebesar
61,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Gianyar
dipengaruhi oleh variasi tarif pajak (Xi), sosialisasi pajak (X2), sanksi pajak (Xs), dan
pemeriksaan pajak (Xi), sedangkan sisanya sebesar 38,7% djelaskan oleh faktor lain yang
tidak dimasukkan ke dalam model.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji-F)

TABEL 4.10
HASIL UJI F
Model Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.
1  Regression  385.272 4 96.318 37.557 .000?
Residual 243.638 95 2.565
Total 628.910 99

Sumber : Lampiran 8

Hasil pengolahan data pada Tabel 4.10 menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel, 37,557 > 2,46
dengan nilai sig. 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak
digunakan.

Hasil Uji Statistik t (Uji-t)

TABEL 4.11
HASILUJIT
Model Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
Zero-
B Std. Error Beta t Sig. order  Partial Part
1 (Constant) 2.561  2.770 925 358
Tarif Pajak .544 115 .396 4,715 .000 .659 435  .301
Sosialisasi  .554 135 .330 4.097 .000 .645 387 .262
Pajak
Sanksi Pajak .228 101 150 2.248 .027 .007 225 144
Pemeriksaan .184 .058 241 3.189 .002 575 311 .204
WP

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
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1.Pengaruh Tarif pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil analisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh
nilai signifikasi sebesar 0,000 dengan nilai thitung Sebesar 4,715 lebih besar dari nilai tiapel
sebesar 1,9839. Oleh karena nilai thitung > tiaber (4,715>1,9839) dan nilai signifikansi 0,000 <
0,05 mengindikasikan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama
Gianyar.

2.Pengaruh Sosialisasi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil analisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai thiung Sebesar 4,097 lebih besar dari
nilai tiabel Sebesar 1,9839. Oleh karena nilai thitung > tiabel (4,097>1,9839) dan nilai signifikansi
0,000<0,05 mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP
Pratama Gianyar.

3.Pengaruh Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,027 dengan nilai thitung Sebesar 2,248 lebih besar dari nilai tiapel
sebesar 1,9839. Oleh karena nilai thiwng > tianel (2,248>1,9839) dan nilai signifikansi 0,027 <
0,05 mengindikasikan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama
Gianyar.

4.Pengaruh Pemeriksaan pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 dengan nilai thitung Sebesar 3,189 lebih besar dari
nilai tranel Sebesar 1,9839. Nilai thitung > travel (3,189>1,9839) dan nilai signifikansi 0,002<0,05
mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama
Gianyar.

Pembahasan Hasil Penelitian

1.Pengaruh Tarif pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin adil tarif pajak yang diberikan pada
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan
pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Gianyar. Begitu pula
sebaliknya, semakin tidak adil tarif pajak yang diberikan maka akan tingkat kepatuhan pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Gianyar tersebut akan semakin
berkurang. Penelitian ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior dan hasil ini
mendukung temuan penelitian Ananda (2015) yang menyebutkan bahwa tarif pajak
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.Pengaruh Sosialisasi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektif pelaksanaan
sosialisasi pajak yang diberikan KPP Pratama Gianyar pada Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang
Pribadi UMKM. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak efektif pelaksanaan sosialisasi pajak
yang diberikan KPP Pratama Gianyar pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM maka
tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tersebut akan semakin
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menurun. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Megantara (2017) yang
menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positf terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak.

3.Pengaruh Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin berat sanksi
perpajakan yang diberikan pada WPOP UMKM yang melanggar maka akan menyebabkan
wajib pajak semakin patuh, begitu sebaliknya semakin kurang tegas sanksi perpajakan yang
diberikan maka wajib pajak akan semakin tidak patuh. Hal ini juga sejalan dengan Theory of
Planned Behavior vyaitu sanksi pajak menjadi control beliefs bagi wajib pajak, dimana
wajib pajak akan diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak
sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.Pengaruh Pemeriksaan pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin sering pemeriksaan pajak
dilakukan pada WPOP UMKM maka akan mendorong tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak
Orang Pribadi UMKM yang semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakin jarang
pemeriksaan pajak dilakukan pada WPOP UMKM, maka semakin menurunkan tingkat
kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tersebut. Penelitian ini sesuai dengan
theory of planned behavior terkait dengan control beliefs, menurut pendapat Gupta (2009)
yakni semakin tinggi tingkat kemungkinan pemeriksaan maka akan semakin menuruh
tingkat penggelapan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik

simpulan sebagai berikut:

1. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini
berarti bahwa semakin adil tarif pajak yang diberikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM maka akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan pajak pada Wajib Pajak
Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Gianyar.

2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal
ini berarti bahwa semakin efektif pelaksanaan sosialisasi pajak yang diberikan KPP
Pratama Gianyar pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM maka akan semakin
meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
berarti semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan pada WPOP UMKM yang
melanggar maka akan menyebabkan wajib pajak semakin patuh

4. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal ini berarti bahwa semakin sering pemeriksaan pajak dilakukan pada WPOP UMKM
maka akan mendorong tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang
semakin meningkat.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas dilakukan di KPP pratama Gianyar, sehingga diisarankan bagi
penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian pada beberapa KPP pratama yang
berada di Provinsi Bali untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, lebih
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meyakinkan dan dapat membandingkan hasil dari penelitian tersebut.

2. Banyaknya pernyataan setiap variabel dalam kuesioner membuat wajib pajak tidak
tertarik dan enggan untuk membaca. Disarankan penelitian selanjutnya agar mengurangi
atau meringkas pernyataan sehingga jumlahnya sedikit namun memiliki makna luas dan
mencangkup semuanya.

3. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak sehingga disarankan penelitian selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor
lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti variabel kesadaran wajib
pajak, pelayanan fiskus, maupun variabel lainnya.
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